
TEMBARAIV DAERAH

I(ABUPATEN CIANJUR
IIOMOR : 15 TAHUIT: 2OOE

i,

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 06 TAHUN 2OO5

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2OO4 TENTANG
PERIJINAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Menimbang

BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa perijinan pendaftaran usaha di bidang perdagangan, telah diatur
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor A2 Tahun 2W4 dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2AO4 hnggal
30 Januaraz0H Nomor 04 Tahun 2OA4 Seri B;

b. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor02 Tahun 2OO4 dengan Keputusan Bupati.

: 1. Undang-undang Peraturan Perusahaan (Bedriifsreglemen-terings
Ordonantie Tahun 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintrahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 43);

Mengingat

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2692);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1W2 tentang
Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 31) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2759);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Da&r Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 321$;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611);

3.

4.,

6.

7.

8.
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9. Unelqnrdarg Nomor lE Tahun l$7'bnbng Patsk honah dsn
Reitud tMah (lrrnbaran hlegnra Tahun 1S7 l$rnor 41, Tambahan
Lembaran tlegnra lfunor 3885) segnlmana tahh di$ah dwqnn
Undarqr-mdang !.lomor 3{ Tahtn 2000 (Lernbaran tlegala Tahun 2000
Nomry 246, Tambahan Lqnbaran Negnra l'lqnor 4048);

10. Undang-undarq Nonor 32 Tahun M terrtar€ Mrffiun [horah
Sernbaran Negara Tahun 2W l.lflpr 125, Tambahan l-snhan
Negara Nomor 4$n;

11. Peraturan Pemadnhh i&mor 27 Talrun 1Sl tenhrg Febkssmsr
Undangt"krdang Ffukum Acara PHana (Lembaran t$egara Tahun 1983
I'lomor 36, Tambahan Lembaran l$ogara Nonw fl59);

12. Perahrran Pemerintah l+-lomor 25 Tahun 2000 btrhry l$wmarqan
Pemerintah dan Kwenangnn Prodrx$ S€baeai Dasfiah Otonorn
(Lembaran Negara Tahun 2000 llomor 54, Tambalran lesnbarEn
Negara Nomor 393f);

13. Peraturan herah Kabupaten Clanjur Nornor @ Tahun 2C)1 bntrng
Perryidik Pqn\mi t$eri Sipl;

14. Peratrrran Eherah Kabupaten ClanJur i.lomor 0e Trhun AX)4 bntang
Perijinan dan Pendafianan Usaha di BHang PerdqarUm.

ilEMUTUSI(AN:

Menefapkan : IGPUTUS$I zuPATI TENTA]IG PETlrqtt K PELAI(&tt{/Mhl
PERATURAT.I TMERAH NOIIOR 02 TA}IT'N 2OO{ TENTANG P€RIJItll'tN
DAN PENDAFTAFI,TAN t gAFlA Dl BIDAT€ PERDAGAT{GAN.

BAB I

KETENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Kepuilsan iniyang dlmaksud, dergan :

a. Drerah adalah Kabupaten Gianlur;

b. Pemerintah Dasah adehh P€{ndlnteft Da€rah }(ehrpden Chnjur;

c. Bupa$ dalah &.tpag Claniur;

d. Dlrus dabh dinas telatb yarg nwtarqml bklary pe@angnn;

e. Kepah Df,nas &lah Kepah f,lln* Toknb yang menalgnni Hdang
per@arEan;

f. Badan dalah sekumpuhn trang dan atau modal yailg ltlarupel€n
kesafiran yarg mdakuhn usaha mdipttt Pelseroan Terbafias,
Persoroan Komandibr, Bdan l,Jsaha Milik i$rara &u Daerah, Fimn,
Koperasi, Percekuftran, PerkumgJan, Yayasan, Lalbagn, tsoffiik
Usaha Te*ap dan bentrk badan lainnya dengan lnma dsn berfik
apapun;

Perdagangan adalah keseluruhan btanan keghtan yang torl€lt dulgnn
Jual beli hrarg dardafiru Fa bdk socara htqsung mfiry,ln t&k
langoung, baik derrggn Uduan pwrgnlilan trrak atas berang &n/csl iaaa
unnlf setErusnya ataupun sementara dengan lmbahn atau konpenssl;

Perusahaan adalah setiap b€ntuk tlsaha yang me$ahnloan redap Fnls
usaha yang bersiftat tehp, terus m€rsus dan yang ddfil(dl, bok€e
berta Uen<AuOukan dahm wihyah tlegnra Repblik lr&tesia urfik
firiuan memperohr]r keuntrngan dan atau laba;

g,

h.
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j.

urat ljin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah
surat ijin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan
penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran
yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang
telah disepakati bersama dan yang diil€t dalam suatu perjanjian serta
hal milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli
setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;

Jual beli dengan angsuran adalah iual beli barang dimana penjual
melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan
pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran
atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu
perianjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual
kepada pembeli pada saat harganya diserahkan oleh penjual kepada
pembeli;

l. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta
atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, supermarket,
departemenstore dan shopping center, dimana pengelolaannya dilaksa-
nakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan
berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif
kuat dan dilengkapitabel harga yang pasti;

m. Pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal adalah
pameran dagang yang diikuti peserta danlatau barang/jasa dari satu
beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi;

n. Hak pemakaian kios/losftoko/rumah dan toko selanjutnya disebut FlPl(L
adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan usaha
yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko/rumah
dan toko pasa@miliKt*Hhftmgfiffibt

o. Tanda Daftar Gudang/Ruangan yang selanjutnya disebut TDG/R adalah
tanda bulrti pendaftaran gudang/ruangan untuk digunakan sebagai
tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;

p. Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan
tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai
khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;

q. Waralaba (franchies) adalah perikatan dirfiana salah satu pihak
diberikan hak untuk memanfaatkan danlatau menggunakan Hak Atas
Kekayaan lntelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki
pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan danlatau
penjualan barang dan/atau jasa;

r. Agen perusahaan dalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan
sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni
dengan suatu ikatan atau perianjian;

s. Refribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan olang pribadiatau badan hukum;

t. lGs Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

k.
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BAB II

TATA CARA PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

SIUP
.,..'*': ""-\

i'Pasd 2r:i
!''t*-"*-..,---

Setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki SIUP, harus mengajukan
permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

A. Untuk Perseroan Terbatas :

1. Foto copy akte Notaris pendirian perusahaan;

2. Foto copy surat pengesahan Badan Hukum dari peiabat yang
berwenang atau foto copy bukti pembayaran biaya adminishasi proses
pengesahan Badan Hukum dari lnstansiyang beruenang;

3. Foto copy KTP pemiliUDirektur Utama/penanggung jawab
perusahaan;

4. Foto copy NPWP

5. Foto copy SITUIHO;

6. Neraca awal perusahaan;

7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;

8. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;

9. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan bila diurus oleh pihak,
ketiga;

10. Membayar retribusi yang besamya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2W4l

11. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2001.

B. Untuk Koperasi :

1. Foto copy Akte pendirian yang telah disahkan oleh instansi
berwenang;

2. Foto copy KTP pemiliUpengurus;

3. Foto copy NPWP;

4. Foto copy SITU/HO;

5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;

6. Neraca awal koperasi;

7. Pas photo pegurus ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;

8. Memhyar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2@4;

L Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
. Tahun2001.
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C. Bogl hrusahan hln :

1. Unfuk pensafmn percdnrhnn :

a. Foto copy Atil6 pendlthnlAldo Notetu yar€ blah dHdarltan di
PorEtdihn ilbgpri;

b. Fofro ryy KTP pemililoDirelftir tfiama/Penanggung Jareab
perusaluan;

c. Fdo copy NPttrP

d. Fdo copy SITUJHO;

. e. Materai Rp 8.000,- sohnyak 3 (tign) buah;

f. Nsraaa arval koper*i;
g. Pas phdo ukuran 3 x 4 sebaryak 2 btnh;

h. ilembayar refrih.tsl ytng bcarnya sebqolmana dld,r ddam
Peratnan kerah f{rynq 02 Tahun UIO{;

i. Membayar uang l€g€B s€ual derUnn Per*tnn llaeruh Nomor 08
Tahun 20fJ1.

2. Untuk perusahaan perorangsn :

a. Foto copy KTP pemilllclPenarggung pmab patsahmn;

b. Foto copy Nn VP

c. Foto copy SITUIHO atau gurat lcdcrangnn i$n Hnpat usat€ dari
Deaa;

d. Mdsrai Rp 6.0fi),- cebanyak 3 trga) bmh;

e. Neraca *val koperd;
f. Pas photo ukuran 3 x4 sebanyak 2 buah:

g. Membayar rdrihrsi yang bearnya sobqnlruna dl*rr dahm
Poratuaan [herah ],lqnor 02 Tahun M;

h. Membayar uang hg€s s€sual dengnn Per*tran Da€rah Nomu ffi
Tahun 2m1.

3. Untukcabarglpenvakllan perusahaan :

a. Fdo copy perusahaan pusat yang dllsgdbad oloh pejabd
bemenang;

b. Foto copy Alde N&rb atau buld hln mengmai pornbukaan
CabangfPerwaHhn porusahaan ;

e. Foto copy KTP penangguttgfwab Kantor Caband PsnaHhn
pentsahaan;

d. Foto copy TDP lsntor Pusat;

€. Foto copy SITUIHO;

f. Matmi Rp 6.fi)0,- SanYak 3 h.trh;

g. Pos photo ukuran 3 x4 sobanyrk 2 h^nh;

i. Membayar r*lbttsl yang bosmya s*ag*lmana dlatur dahm
Peraturan Daerah lfunor (}2 Tahun 2ffi4;

f. Menrbayar usr€ l€gm sesual dsrryt Perdtrran tlsrah Noiltr tF
' Tahun 2d)1.
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Bagi perusahaan yang bergerak untuk kegiatan sosial, pedagang keliling,
pedagang asongan, pedagang pinggir jalan dan pedagang kaki lima, tidak
diwaiiblcan memiliki SIUP.

----llj--r'']

i Pasal-A-\----
Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perFnjangan*-pelqbahan. aiau
penggantian$lpfl harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan

60isi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

lflisluP asli: u--
\"_.-./

b. Foto copy KTP;

c. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 buah;

d. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 buah;

e. Neraca perubahan modal;

f. Foto SITU/HO;

g. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk SIUP yang hilang;

h. Bukti perubahan pemiliklpenanggungjawab/direktur perusa-haan dari
Notaris untuk SIUP perubahan;

i. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (Hla dilakukan oleh
pihak ketiga.

(--l'9i['-]
Bagi perusahaan yang akan melaksanakan penggantian SIUP karena
hilang atau rusak sebelum masa berlakunya habis, tidak dikenakan biaya
retribusi.

1P"""1i 
--,

Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perubahan SIUP sebelum masa
berlakunya habis, dikenakan biaya retribusisebesar 50%.

Bagian Kedua

Sevya Beli, Jual Belidengan Angsuran dan Sewa

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan sewa beli, jual beli
dengan angsuran dan sewa, harus mengaiulon permohonan kepada
Dinas dengan mengisiformulir dan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Foto copy SIUP besar;

b. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan;

c. Foto copy bagan organisasi perusahaan hserta nama pimpinan
dan tenaga teknis perusahaan diserta dafrar riwayat hidup;

d. Foto copy daftar riwayat hidup direktur perusahaan;

e. Foto copy SITU atau HO;

f. Foto copy TDP;

g. Referensi Bank;
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h. Foto neraca perusahaan yang disahlen oleh Akuntan Publik bagi
pemohon baru neraca perusahaan tahun terakhir yang diaudit oleh
Akuntan Publik bagi pemohon perpanjangan;

i. Surat keterangan lunas pajak;

i. Foto copy NPWP;

k. Foto copy contoh perianjian sewa beli bagi pemohon baru;

l. Foto copy rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan datang;

m. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 20o,4;

n. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2001.

(2) Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan
dan penggantian, harus mengajukan permohonan kepada Dinas
dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. ljin sewa beli asli;

b. Foto copy KTP;

c. Materai Rp 6.000,-;

d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk yang hilang);

e. Bukti perubahan pemiliUpenanggungiawab/direktur perusahaan
dari Notaris:

f. Surat kuasa atau kEtemngan pengurusan (apabila diurus oleh
pihak ketiga).

(3) Bagi prusahaan yang melakukan perubahan iiin, sebelum masa
berlakunya habis dikenakan biaya retribusi sebesar 50% (lima puluh
persen).

Bagian Ketiga

ljin Usaha Pasar Modern

Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun pasar
modern, harus mengaiukan permohonan kepada Dinas dengan
mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat ijin dari Bupatidilampiri dengan RTRW(RDTRI/VK;

b. ljin lokasidari Kantor Pertanahan Nasional;

c. SITU dan HO;

d. IMB;

e. Surat peruntukan lahan;

f. Surat ljin Usaha Perdagangan;

g. TDP;

h. Prqram kemifaan;

i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan mematuhi

. ketentuan bagi pasar modern, khususnya yang berkaitan dengan
Gerakan Kemifraan Usaha Nasional (GKUN);
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j. Upaya pemantauan lingkungan dan kcimponen lingkungan AMDAL,
SOSEK, kajian aspek sosial budaya;

k. Poto copy KTP;

o. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2OA4:'

p. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 0B
Tahun 2001.

(2) Bagi pasar modern yang akan melaksanakan perpanjangan,
perubahan dan pengagantian, harus mengajukan permohonan
kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan' sebagai berikut:

a. ljin usaha pasar modern yang asli;

b. Poto copy KTP;

c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang);

d. Bukti perubahan pemiliUpenanggungjawabldirektur dari Notaris;

e. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan apabila diurus oleh
pihak ketiga;

f. Materai Rp 6.000,-

Bagian Keempat

Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi Atau Seminar

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pameran
dagang, konvensi atau seminar harus mengaiukan permohonan kepada
Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

1. Foto copi SIUP dan ijin usaha pameran/konvensi/seminar dari BKPM
dan TDP, kecuali bagi lnstansi Pemerintah;

2. Surat keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola
tempat atau gedung;

3. Daftar peserta pameran atau pembicara dari luar daerah;

4. Jenis barang/iasa yang dipamerkan;

5. Proftl pameran;

6. Profil perusahaan;

7. ljin dari Kepolisian;

8. Membayar rehibusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun ?0o4;

9. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 20o1.
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Bagian Kelima '

Hak Pemakaian Kios/LoslToko/Rumah dan Toko

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan hukum yang diberikan HPlgL, harus
mendapat ijin dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dan
mengisi formulir serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy kwitansi bukti kepemilikan;

b. Surat keterangan dari Kepala Pasar;

c. Surat pernyataan pemanfaatan;

d. Foto copy KTP;

e. Foto copy KK;

t. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;

q. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2@4:

r. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2001.

(2) Setiap perpanjangan, perubahan dan penggantian HPI(IL harus
mengaiukan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. HPKL asli;
b. Surat keterangan dari Kepala Pasar;
c. Surat prnyataan pemanfaatan;
d. Foto copy KTP;
e. Foto copy bukti perubahan kepemilikan (untuk perubahan);
f. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 2 buah.

(3) Setiap perubahan HPI(L dikenakan reFibusi 2,5% (dua setengah
persen) dari jual HPI(L dengan batas minimal tarif sebesar Rp
200.ffi0,- per HPI(L.

Pasal 1 1

Masa berlakunya ijin, persetujuan dan HPI(L sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2,7,8, 9 dan 10 adalah selama 5 (lirna) tahun, seiak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tanda Dafrar Gudanffiuangan

Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan hukum )rang melakukan usaha
pergudangan/ruangan harus mempunyai tanda daftar dengan
mengajukan permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir serta
melampirlon persyaratan sebagai berikut :
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a. Foto copy KTP;

b. Foto copy SIUP;

c. Foto copy TDP

d. Foto copy KTP pengusaha/pemilik perusahaan;

e. Foto copy NP\11/P;

f. Foto copy surat perjanjian pemakaianlpenguasaan gudang dengan
pemilik gudang (apabila menyewalkontrak) :

g. Foto copy IMB;

h. Foto copy peta/denah gudang;

i. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (bila diurus oleh
pihak ketiga);

j. Materai Rp 6.0ffi,-:

k. Berita acara pemeriksaan lokasi;

l. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 200,4;

m. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2W1.

(2) Setiap prpanjangan, perubahan dan penggantian tanda daftar
gudang, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan megisi
formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Tanda daftar gudang/ruangan yang asli;
b. Foto copy KTP;
c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagiyang hilang);
d. Surat bukti perubahan (bagiyang dirubah).

(3) Setiap perubahan tanda daftar gudang/ruangan sebelum masa
berlakunya habis, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen
dari tarif yang berlaku).

Bagian Kedua

Tanda Daftar Waralaba

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha waralaba,
harus memiliki tanda daftar dengan mengajukan permohonan kepada
Dinas dan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Foto copy perjanjian waralaba;

b. Foto copy SIUP dan/atau ijin usaha dari lnstansiterkait;

c. Foto copy KTP:

d. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (apabila diurus oleh
pihak ketiga);

a. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2ffi4;

e. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
. Tahun 2001.
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(2) Sdae h€rigls0asl, perubehan dan perqgnntlan hr& dfu warelaba
harus rwgdutcan pondtonan kepada Dims darysr mangks
formulh dan melampirlon persyaratan sabagai berilnrt :

a. Tanda ddar wanlaba yang asli;
b. Fdo copy KTP;
c. Surat kderarynn hlhrg dad Kepdbbn (apabih hihq);
d. Surat buld perubahan @i perusahan Warahbn yang dlrubah).

Baghn Ke$ga

Tanda Effir Ke4enan
Pasal 14

(1) SEtiap orang atau hdan hukum yarg mohkulen usha koryaun
harus mendafrarkan usahanya kepda Dinas derqnn mnglsi bnnulF
dan melampirkan persyaratan s&gai bedkut :

b. Foto copy SIUP;

c. Foto copy TDP;

d. Foto copy KTP;

e. Foto cry sumt petanfhn@runjulean;

l. ilembeyar retihrsl s$qnlmam datur &hn Mrran &erah
No{nor 02 Tahun 2fiX;

g. Membayar uang legss sacuai dengan hnfunnn lkah lWfior m
Tahun 2001.

(2) $etiap orang atau badan hukum yang akan mehlc*andten
perpaniarqnn, perubahan atau porgmman tar& dafh korysnan
harus mengnfukan permohonan k6pdr Dins etgsr mangisi
formulir dan rnelamildon persyaratan sebagnl berlkut :

a. Tanda ffiar yang asll;

b. Foto copy KTP;

c. Foto copy surat perjanJhrilpenunlulon;

d. Surat keterangan kehlhngnn dad K@bhn (apabna hnand.

Baghn Keempat

Tanda hr Organlsad tJsanaru$a
Pasal 15

(1) Seffap otang atau badan hukum yang rrclakultan orgnnbd
usahalnirya, harus ilsgarul€n pemdrqran kp& Dinas derqnn
mengisi fwmulir dan melampirlcan porsyeratnn so@ni bedhs :

a. Surat kderarqan domisill kartor;

b. Fdo copy akte pendirian;

c. Foto copy anggaran dasar;

d. Foto copy anggaran rumah targga;

e. Foto copy sr.tsunan penguns;

h. Foto copy KTP kotn;
' i. Membayar reffihlel cebqnlmam &tur dalam Per*rran kah

Nornor @ Tahun 20(X;
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J. Mombayar uang legno soeual dangan'Pentrnan &erah fWnor (F
Tahun 2(I)1.

(2) Setiap orar€ atau badan hukum yang akan mslaksamkn
pelpanfangnn, porubahan atau pqUgsnhn tanda da&r orgnnbaS
usaha/nlaga turus mengaiukan permohon$ k€pads Dinar dergart
mengisi formulir dan melamplrlon pemyanatan sebagai berffrut:

a. Tarda daftar yarg adl;

b. Perubahan alde anggnran dasar/runuh kl yang akan menSah);

c. Fdo copy KTP;

d. Surat kderangan kehlhryan darl Kepollelan (apabih hilary).

(3) Setap perubahan tanda daftar organiaasl usahahiagn aabdum fiffie
bedakunya habb, dikenakan reffihrsi sebesar 5096 dsrl tarip yary
berlaku.

Baghn Kellma

Tanda Ddtar Lombaga FerlirduryEn
Konsumen Swa&ya tfuyar&t

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan hukum yarg mernpuqyd usaha dibffing
penyelerqgaraan perlmbrynn lorpurpn harus melldaffin ke@a
Dinae, dongan mengisi formulir dan melamprd€n peeyarahn sobagai
berila$:

a. Akte pendirian;

b. furggaran dasar;

c. Foto copy anggaran rumah tangga;

d. Foto copy susunan pengurus;

e. Foto copy KTP ketua;

f. Surat keterangan domisili kantor;

g. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2AO4;

k. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2W1.

(2') Setiap orang atau badan hukum lrang akan rnelaksanakan herigisfasi,
perubahan atau penggantian tanda dafrar penyelenggaraan
perlindungan konsumen, harus mengaiukan prmohonan kepada
Dinas dengan mengisi fiormulir dan rnelampirlon persyaratan sebagai
berikut:

a. Tanda daftar penyelenggahan perlindungan konsumen yang asli;

b. Perubahan akte anggaran dasar/rumah (bagiyang akan merubah);

c. Foto copy KTP;

d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolishn (apa$la hnang).

(3) Setiap perubahan hnda dafrar penyeletqganan perllndulqtrn
konsun€n sebelum masa le*atarnya habl3, dikarnkan trlaya re&ihtgi
sebesar50% dad tadpyang berlaku.
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Pasal 17

lka borkkunye tanda datar s€brylrmna dlnnlcErd @ hEd 12, 13,
dan 15 eehma 5 (llm) trhun dan urfirk kd 14 sehns 3 Sga) tNhun,
soiak tarqgnl dibrbi0on &n dapst dipupanjang lornboli selambd-
hmbdqp 3 (tga) hrlan m6a berldcunya fnbls.

BAB IV

PENERBITAT\T UIN

ksal 18

P€nerbitan ilh, persdufuan, hak permkalen dan terda daftar sebag#mana
dimakstd pada P*al 2,7,8,9, 10, 12, 13,14dan fud 15, sahma14
(empat belas) hari karp seiak dibdmanya psrmohonan.

BAB V

TATACARA PEMBAYARAN RETRIBt.ITiI

Paeal 19

(1) Sebelum dihkuksn penagihm r€frihrsl, ffisrt*h trtrdu dlberllcan Surat
Ketetapan Rebihrd hrah (SI(RD).

(2') Penagihan retibusi dllalslcan socara larqsung kopada rrajlb t*ibusl.
(3) Retibusi dhqnr kepada Pomhntu Pemegarq Kae $(aclr Pen€rlma)

@ f,lin* &u kepada pd^g* yary dlhlluk.
(4) Hasll penerlrman refrlbusl sebcgaimana dlrnleud eada ayat B) hsal

ini, disetorkan ke Kar*or Kas Dsah.

BAB VI

PEMBINAAI.I DAT.I PETGATi'ASAT.I

hsal20
Pemblnaan dan pengaveasan terlmdap pohkaanaan Ps*ffan hsah lni,
dilakukan oleh :

a. Dinas;
b. Dinas Psdapatan Dmh;
c. Badan Perqawas &sah:
d. Penyidik Pegnilai l.tsgerlsidl (PPf{$}.

BAB VII

KETENTI'AN I.AIN DA}I FENUruP

Pasal 21

(1) Bentrk formullr akan dlHaplcan kemtdhn deh EXnas.

@ Hal-hal laln yang belum didlr sepanJang msrqenai ffiiig
pelaleanaarnya akan dltetrpkan ksntdbn deh Kepah Dtrm &n
inerupd€n bqian yang lidak terplsahkan dad Keplfrrs.n ini.
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Pasal eg
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan inidalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO
Diundangkan di Cianjur

DAERAH,

LEMBARAN DAERAH
SERI D3.

KABUPATEN CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2OO5

usffn N A


